PROVINSI BENGKULU

PERATURAN BUPATI LEBONG
NOMOR 1 TAHUN 2021

TENTANG
ANGGARAN KAS TAHUN ANGGARAN 2021
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI LEBONG,

. Menimbang : bahwa untuk memenuhi Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan

Keuangan Daerah dan Peraturan Daerah Nomeor 10 Tahun
2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2021 perlu ditetapkan Peraturan
Bupali tentang Perubahan Anggaran Kas Tahun Anggaran
2021 sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD

Tahun Anggaran 2021;

Undang-Undang Negara Nomor 9 Tahun 1967 tentang
Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);

Mengingat N

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari

Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara

/,3‘. Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286},

4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang
Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten
Kepahiang di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomeor 154, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4349 |;

S. lellang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Frnmt?angan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438};
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Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan  Perundang-Undangan  [Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomer 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679),

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang
Berlakunva Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan
Pelaksanaan Pemerintahan di Provinsi Bengkulu
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor
34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 2854);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4737),

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 51635);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Menten Dalam Negeri Nomor 105 Tahun 2000
tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4022);
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Peraturan Menteri
tentang  Pedoman
sebagaimana telah diy

Dnlr}tm Negeri Nomor 13 Tahun 2006
Pengelolaan Keuangan Daerah,

_ bah beberapa kali terakhi
E;::‘ttumn Menteri Dalam Negeri ?Jmmlr 21 Tahfj:frgg??
* nf?g Perubahan Kedua Atas pe aturan Menteri Dalam
cgert  Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor
157);

Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 8 Tahun
2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah (RPJMD] Kabupaten Lebong Tahun 2016-2021
(Lembaran Daerah Kabupaten Lebong Tahun 2016 Nomor
8), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Lebong Nomor 14 Tahun 2017 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lebong
Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lebong
Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Lebong
Tahun 2017 Nomor 14;

Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 10 Tahun
2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten
Lebong Tahun 2020 Nomer 10).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI LEBONG TENTANG ANGGARAN KAS
TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal 1

Anggaran kas adalah _dukurnen perkiraan arus kas masuk yang bersumber dari
penerimaan dan perkiraan arus kas keluar, untuk mengatur ketersediaan dana
yang cukup guna mendanai pelaksanaan kegiatan dalam Tahun Anggaran

2021.

Pasal 2

Anggaran Kas sebagaimana dimaksud dalam Pa e ey )
Lampiran Peraturan Bupati ini. sal 1 dirinci lebih lanjut dalam



) 4

Pasal 3

Lampiran sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Pelaksanaan Anggaran Kas yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan
dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah sesual
dengan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 5
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan kit
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lebong.

Ditetapkan di Tubei
pada tanggal 4 Januari 2021

ZBUPATI LEBONG,

—— H. ROSJONSYAH

Diundangkan di Tubei
pada tanggal 4 Januari 2021

H. MUSTARANI

BERITA DAERAH KABUPATEN LEBONG TAHUN 2021 NOMOR |

(FEEINTH KABUPATEN LEBONG
PAGIAM HUKUM ¢
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